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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Grand desain reformasi birokrasi 2010-2025 dalam organisasi
pemerintahan memuat arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi berskala
nasional. Tujuan akhir dari road map desain ini yaitu dapat mencapai tata
pemerintahan dengan birokrasi yang profesional dan memiliki integritas sebagai
abdi negara, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
merupakan salah satu Instansi Pemerintah Pusat yang terus berusaha melakukan
peningkatan kualitas birokrasi sebagai upaya untuk menjadi birokrasi yang berkelas
dunia pada tahun 2025 (Muhammad 2020). Menurut Muhammad (2020), terdapat
8 (delapan) area penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu (1) manajemen
perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4)
penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen SDM; (6) penguatan
akuntabilitas; (7) penguatan wawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan
publik. Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
yaitu melalui penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur,
sehingga Kementerian ATR/BPN memiliki SDM yang terpercaya dan dapat
menjadi penyokong untuk mencapai visi Kementerian ATR/BPN, serta untuk
menjadi organisasi kelas dunia (Nugroho, 2020).

Untuk memberikan pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN melakukan
inovasi dengan menghadirkan smart service office (SSO) BPN atau KKPv2 pada
tahun 2020 sebagai bentuk pengembangan aplikasi Komputerisasi Kantor
Pertanahan (KKP). Aplikasi KKPv2 ditujukan untuk memperbaiki pelayanan
pertanahan dengan meningkatkan efisiensi dan monitoring, serta pengawasan untuk
setiap berkas pelayanan pertanahan. Namun bagi masyarakat sebagai pengguna
pelayanan pertanahan, keberadaan aplikasi ini tidak langsung mereka rasakan
dampaknya. Pada kenyataannya, pelayanan pertanahan dalam sudut pandang

masyarakat masih belum memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan posisi



Kementerian ATR/BPN masih menempati peringkat ke-3 dalam penilaian
Ombusdman berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat terhahap pelayanan
publik yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut
dimungkinkan karena faktor eksternal yaitu dari pemohon itu sendiri ataupun faktor
internal yaitu dari dalam kantor pertanahan. Ketika berkas permohonan terhambat,
tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan sebagai pengguna layanan namun juga
berdampak buruk pada penilaian kinerja kantor pertanahan. Dalam pelayanan
pertanahan, terdapat layanan yang pengerjaannya bersifat administratif dengan
melakukan pencatatan pada daftar isian maupun arsip di kantor pertanahan dan
pengecekan lapangan terhadap bidang tanah ataupun pengukuran kadastral.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik
yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 128
Tahun 2015 yang menyebutkan biaya untuk pelayanan pertanahan dibebankan
kepada pihak yang mengajukan permohonan. Sehingga dalam mengajukan
permohonan, masyarakat harus menanggung biaya yang disetor ke negara sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, pada kantor pertanahan
terdapat biaya lainnya yang belum diatur secara jelas seperti mengenai akomodasi
petugas ukur untuk menuju lokasi bidang tanah. Banyaknya biaya yang dikeluarkan
dan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemohon dalam mengurus
administrasi di kantor pertanahan membuat mereka menuntut kepuasan dalam
pemberian pelayanan pertanahan. Persoalan yang terjadi ialah apabila bidang tanah
yang didaftarkan dalam layanan pertanahan terkendala oleh beberapa hal, seperti
terjadi tumpang tindih bidang tanah, pemohon tidak mengetahui batas bidang
tanahnya, terdapat dokumen yang tidak dilengkapi, atau bahkan terkadang
pemohon tidak bisa dihubungi dan tidak melakukan konfirmasi kembali ke kantor
pertanahan. Hal ini menjadi masalah baru di kantor pertanahan karena sulitnya
melakukan pengembalian uang PNBP yang sudah disetor. Selain itu, berkas
permohonan yang sudah dibayarkan akan terhitung sebagai tunggakan dan akan
memengaruhi penilaian kinerja kantor pertanahan. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak membuat

sebuah kebijakan dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat



berupa kebijakan untuk melakukan survei terlebih dahulu sebelum masyarakat
membayar PNBP yang dikenal dengan kegiatan pra pelayanan pengukuran.
Pencatatan kegiatan pra pelayanan pengukuran tersebut selama ini dilakukan
melalui aplikasi Go Infrastruktur Pertanahan (GOSIP).

Kantor Pertanahan Kota Pontianak setiap harinya menerima permohonan
pelayanan pertanahan rata-rata sebanyak 150 berkas yang meliputi layanan dengan
jenis pengerjaan bersifat administratif ataupun harus dilakukan kegiatan lapangan.
Dari 150 berkas tersebut, terdapat rata-rata 15 berkas per hari yang menjadi beban
pekerjaan Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan kegiatan lapangan. Seksi
Survei dan Pemetaan memiliki fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang survei, pengukuran, pemetaan, dan pengolahan data fisik hasil
pengukuran. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas ukur dan Asisten
Surveyor Kadastral Berlisensi (ASKB) untuk dapat memberikan kepastian secara
fisik penguasaan tanah kepada masyarakat mengenai ukuran, letak, luas dan posisi
bidang tanah (Setyo 2017, 118).

Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak memiliki
petugas ukur yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6 orang dan
Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi (ASKB) sebanyak 9 orang. Berdasarkan
jumlah permohonan yang masuk dengan banyaknya petugas yang tersedia, tentu
idealnya setiap hari petugas ukur akan mendapatkan satu berkas permohonan saja.
Apabila satu berkas tersebut dikerjakan dan selesai dalam waktu satu hari tentu
tidak akan menjadi tunggakan. Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua
berkas dapat diselesaikan dalam waktu satu hari yang disebabkan oleh berbagai
faktor. Hal tersebut dikarenakan petugas ukur tidak hanya dibebankan oleh
permohonan rutin saja, namun juga dibebankan dengan pekerjaan lain seperti
kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Legalisasi Aset
pemerintah/instansi lain, pelimpahan pekerjaan dari pegawai yang sudah pensiun
dan mutasi, serta pelimpahan pekerjaan dari ASK yang pindah wilayah kerja.

Sementara itu, penilaian kinerja terhadap petugas ukur dan ASKB selama
ini belum pernah dilakukan secara terukur. Petugas ukur dengan status ASN dinilai

melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan ASKB berdasarkan target minimal



sebanyak 50 produk Gambar Ukur yang dihasilkan untuk memperpanjang
lisensinya. Adapun lisensi ASKB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Survei dan
Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN dan dapat
diperpanjang kembali setiap lima tahun. Namun penilaian yang selama ini
dilakukan belum sesuai dengan realitas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga
dibutuhkan suatu sistem penilaian Kkinerja petugas ukur agar dapat menjadi
penunjang dalam pengambilan keputusan dan dapat melakukan pembagian beban
kerja secara tepat.

Aplikasi GOSIP yang digunakan untuk melakukan manajemen berkas
dalam kegiatan pra pelayanan pengukuran masih mengalami kekurangan seperti
tidak dapat diakses secara online karena masih menggunakan sistem desktop,
sehingga semua pengguna aplikasi harus menggunakan jaringan yang sama.
Padahal tidak semua pengguna aplikasi dapat tersambung pada jaringan yang sama
karena keterbatasan jangkauan dan kapasitas jaringan itu sendiri. Dalam penelitian
ini dilakukan pengembangan dari Aplikasi GOSIP yang ada pada Seksi Survei dan
Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Pengembangan dilakukan agar
sistem tidak hanya dapat melakukan pencatatan administrasi layanan pra pelayanan
pengukuran saja. Namun juga dapat diakses secara online, serta dapat
memperhitungkan antara tersedianya SDM, beban pekerjaan, kecepatan dalam
menyelesaikan pekerjaan, dan ketepatan pengerjaan. Oleh karena itu, dapat
diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas ukur dan dapat membantu dalam
melakukan pembagian beban kerja.

. Rumusan Masalah

Petugas ukur merupakan bagian penting pada kantor pertanahan sebagai
ujung tombak kegiatan pelayanan pertanahan. Banyaknya beban kerja petugas ukur
tidak terekam pada suatu sistem penilaian kinerja petugas ukur. Distribusi pekerjaan
yang umumnya dilakukan pada Seksi Survei dan Pemetaan hanya diberikan kepada
beberapa petugas ukur. Hal tersebut menyebabkan pekerjaan menjadi menumpuk
pada beberapa petugas ukur yang memiliki potensi lebih menonjol. Sementara itu,

petugas ukur lainnya juga mengalami penumpukan pekerjaan karena membutuhkan



waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan yang sama. Pembagian beban
pekerjaan selama ini belum dilakukan secara merata dan belum tersistem dengan
baik. Oleh karena itu, Aplikasi GOSIP perlu dikembangkan agar dapat menjadi
sebuah sistem penilaian kinerja petugas ukur sehingga pembagian beban kerja dapat
dilakukan secara merata dan memotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan

pengukuran.

. Batasan Penelitian
Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Sistem informasi dibuat dengan model prototype sebagai bentuk pengembangan
dari aplikasi yang sudah ada di Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor
Pertanahan Kota Pontianak yaitu aplikasi Go Infrastruktur Pertanahan (GOSIP)
yang saat ini masih berbasis desktop.

2. Sistem informasi yang dikembangkan, dirancang sebagai instrumen penilaian
Kinerja petugas ukur yang nantinya dapat mendistribusikan pekerjaan secara
merata berdasarkan kalkulasi pembobotan pekerjaan yang telah diselesaikannya.

3. Sistem pembobotan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)
terhadap berkas yang telah diselesaikan oleh petugas ukur berdasarkan jenis
layanan dengan memperhitungkan perbandingan antara kecepatan waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan terhadap waktu maksimal yang diberikan, serta
ketepatan pengerjaan.

4. Sistem informasi dilakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan masukan dari
kelompok uji coba yang merupakan admin pada Seksi Survei dan Pemetaan di

Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dapat menilai kinerja
petugas ukur.
b. Mengetahui implementasi hasil rancangan sistem informasi penilaian Kinerja

petugas ukur.



2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a.

Meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas ukur
dan ASKB yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan dalam menyelesaiakan
pekerjaannya.

Mengukur penilaian Kinerja petugas ukur melalui sistem pembobotan dari
pekerjaan yang dapat diselesaikan.

Menciptakan suasana persaingan yang terukur dan terbuka untuk memotivasi
petugas ukur agar dapat menunjukkan kinerja terbaiknya.

Memberikan masukan kepada Kepala Seksi ataupun koordinator untuk
memberikan reward dan punishment terhadap capaian petugas ukur.

. Memberikan masukan dalam hal perencanaan pekerjaan di tahun berikutnya

dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja yang dicapai oleh
petugas ukur.

Melakukan pencatatan administrasi dan monitoring berkas yang sedang
berproses dalam pelayanan pra pelayanan pengukuran dan pekerjaan

pengukuran lainnya yang belum terakomodir oleh aplikasi KKPv2.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem penilaian kinerja petugas ukur dibuat sebagai bentuk pengembangan
dari Aplikasi GO Sistem Infrastruktur Pertanahan (GOSIP) yang telah ada
sebelumnya. Pengembangan dilakukan pada sistem penilaian kinerja petugas ukur,
dan sistem pelaporan, dan alur berkas yang dibagi dalam beberapa tahap (registrasi,
persiapan data, pengukuran, pemetaan, supervisi, dan pencetakan), serta sistem
dibuat berbasis web agar dapat diakses secara online. Rancang bangun
pengembangan sistem dilakukan melalui tahap perencanaan, perancangan,
pengujian sistem menggunakan blackbox testing, dan implementasi. Tahap
perencanaan meliputi analisis terhadap sistem lama, analisis sistem pembobotan,
analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan sistem. Sementara tahap
perancangan terdiri dari pembuatan basis data, pemodelan dengan UML, dan desain
interface.

Sistem penilaian Kkinerja petugas ukur menggunakan metode Simple
Additive Weighting (SAW) dengan menetapkan 3 (tiga) buah kriteria penilaian,
yaitu waktu pengerjaan dengan bobot sebesar 35%, jenis layanan dengan bobot
sebesar 35%, dan beban kerja hari ini dengan bobot sebesar 30%. Evaluasi
pengguna dilakukan dengan melakukan uji coba sistem penilaian kinerja petugas
ukur dan pengisian kuisioner yang kemudian diolah menggunakan skala likert.
Hasil penilaian kuisioner diperoleh rata-rata indeks sebesar 90% dan masuk dalam
kategori sangat baik. Implementasi sistem penilaian kinerja petugas ukur dilakukan
melalui skenario tugas yang dimulai dari proses entri berkas oleh admin loket
pendaftaran, proses registrasi, persiapan data, pengukuran, pemetaan, pencetakan,

dan supervisi.
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B. Saran

1.

Admin bertindak sebagai pemegang kendali atau controller dalam menjalankan
sistem penilaian kinerja petugas ukur, sehingga harus tegas dalam melakukan

monitoring perjalanan dan progress berkas permohonan.

. Penambahan fitur pencetakan surat tanda terima dokumen untuk diberikan

kepada pemohon pada saat mendaftar dan menu untuk layanan non pengukuran.
Pada tampilan laporan dapat disediakan fitur lihat berkas agar dapat melihat

catatan dan melakukan download file walaupun status berkas sudah selesai.
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